
                                 
 
 

 
 
 
 

 
 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 
 

                                               NOMOR 005  TAHUN  2013… R 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 30 TAHUN 2012 

 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang  :  

         

 

 

 

 

 

                                    

Mengingat  : 
 
 
                   
 

                                  
                               
                                              

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang 
profesional, transparan dan akuntabel di lingkungan 
Kementerian Sosial, perlu disusun kembali pedoman pengelolaan 

keuangan di lingkungan Kementerian Sosial sebagai pedoman 
dalam mengelola keuangan negara; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan 
Kementerian Sosial; 

 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3986); 

 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3687); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak 
Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota 
ABRI, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang dibebankan 
kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3577); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan 

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber 
dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3871); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara 

Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4353); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun  2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2012 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 
pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5273); 

 

16. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan; 

 
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011; 
 
18. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
 
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang 

Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, 

dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang  Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, 
dan Pelaporannya; 

 
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang 

Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara; 

 
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang 

Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja; 

 
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang 

Bagan Akun Standar; 
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23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat; 
 
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang 

Sistem Akuntansi Hibah; 
 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang 
Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara pada Satuan Kerja; 

 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang 
Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang 
Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima 
Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk 
Uang;  

 
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

 
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 
 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Dana 
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun 
Anggaran 2011; 

 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang 
Mekanisme Pengelolaan Hibah; 

 
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara; 

 
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

 
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang 

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 
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MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN SOSIAL. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1241), diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 11 

 
(1) Penunjukan KPA atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh 

Gubernur selaku pihak yang diberikan pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga. 

 

(2) Penunjukan KPA atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan oleh 
Menteri /Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur, Bupati/Walikota. 

 
(3) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (1) dan 

ayat (2) bersifat ex-officio, dan tidak terikat periode tahun anggaran. 
 
(4) Penunjukan para Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 tidak terikat periode tahun 
anggaran. 

 

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 23 

 
(1) SPM yang diterbitkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh PP-SPM.  

  
(2) PP-SPM harus menyampaikan kepada KPPN, nama, spesimen tanda tangan, 

paraf pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani SPM, dan 
selanjutnya oleh KPPN diterbitkan SP2D. 

 

(3) SPM-GUP Nihil tidak dapat diuangkan, merupakan pemulihan 
pertanggungjawaban SPM-UP/SPM-TUP. 

 
(4) SPP-GUP dapat diajukan kembali setelah uang persediaan (UP) digunakan 

seluruhnya atau minimal 50% (lima puluh persen) dari dana tersebut. 
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(5) SPP-GUP/SPP-GUP Nihil diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-

SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima 
secara lengkap dan benar. 

 
 

3. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal 55 
 

(1) Jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya dihotel, rumah penginapan, 
motel, losmen, hotel serta fasilitas yang termasuk dengan kegiatan perhotelan 

untuk tamu yang menginap. 
 
(2) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di hotel, rumah 

penginapan, motel, dan losmen ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 

 
(3) Jasa yang berupa Paket Full board wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% 

(dua persen), jika paket full board tersebut memenuhi kriteria sebagai 
penyelenggara kegiatan. 

 

 
4. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 66 

 
Dokumen Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan SPJ Perjalanan dinas, 
Penutupan BKU, Laporan pertanggungjawaban bendahara, honorarium dan 
transport dalam kota meliputi bentuk dan keabsahan dokumen: 

 

a. Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum dapat ditandatangani KPA atau PPK 
atas nama KPA Satker/Satker Sementara yang bersangkutan; 

 
b. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara pada setiap akhir bulan dapat 

ditandatangani KPA atau PPK atas nama Satker/Satker sementara yang 

bersangkutan; 
 
c. apabila dalam satu DIPA atau satu Satker/Satker Sementara PPK-nya lebih 

dari 1 (satu) maka yang berhak menandatangani BKU dan LPJ adalah PPK 

yang ditunjuk oleh KPA; 
 
d. kelengkapan dokumen yang berupa honorarium dan transport lokal cukup 

menggunakan Kuitansi atau Daftar Nominatif; 
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e. dalam dokumen kontrak cukup memuat uraian pekerjaan/pengadaan 

barang/jasa, sedangkan secara rinci berada dalam lampiran kontrak; 
 

f. dokumen perjalanan dinas kegiatan di luar kota (full board, fullday dan 
halfday) pada lembar ke empat (4) atau lembar kedatangan pada nomor 
romawi II kolom 1 dan 2 dapat ditandatangani Kepala Kantor Satker, Pejabat 
Pemerintah setempat (gubernur,bupati/walikota,camat,lurah, Rukun Warga 
dan Rukun Tangga) atau Pimpinan Hotel tempat dilaksanakannya kegiatan 

tersebut; dan 
 
g. kuitansi pekerjaan pengadaan barang yang bernilai Rp. 250.000,- (dua ratus 

lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bermaterai Rp. 

3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan kuitansi yang bernilai diatas Rp. 
1.000.000,- (satu juta rupiah) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 

Sosial ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Diundangkan di Jakarta 

 pada tanggal  2 April 2013 

 

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

ttd 

 

 AMIR SYAMSUDIN 

 
 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2013  NOMOR  520 

Ditetapkan  di  Jakarta 

pada  tanggal    21 Maret 2013 

MENTERI SOSIAL, 

 

ttd 

 

SALIM SEGAF AL JUFRI 

SALINAN




